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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 
 
 
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel 

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 
 

Nama : Dra. ANNIHAYAH, M.Eng 

Jabatan : Kepala Dinas 

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 

 

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH 

Jabatan : Bupati Bantul  

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA 

 

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target 

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

 

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam 

rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 
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LAMPIRAN 1  

TABEL KINERJA 

TAHUN 2026 

Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Bantul 

Jabatan : Kepala Dinas 

Tahun Anggaran : 2026 

 

No Tujuan/Sasaran 
Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Target 

Tahunan 
Triwulan Target 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. Mewujudkan 

iklim investasi 

yang kompetitif 

Pertumbuhan 

nilai investasi 

 

Persen 14 I 14 

II 14 

III 14 

IV 14*) 

2.  Meningkatnya 

kualitas 

penyelenggaraan 

penanaman 

modal dan 

pelayanan 

terpadu satu 

pintu/PTSP 

Realisasi Nilai 

Investasi (PMDN 

+ PMA) Tahun n 

Milyar/Rupiah 566,42 I 566,42 

II 566,42 

III 566,42 

IV 566,42*) 

 

Keterangan: 
 
1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan 

anggaran sebagai berikut: 
 

No Nama Program Anggaran 

1.  
Program Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah / Kota (Dana Alokasi Umum) 

Rp. 6.281.480.332,39 

2.  
Program  Pengembalian Iklim Penanaman 
Modal (Dana Alokasi Umum) 

Rp. 7.400.000 

3.  
Program  Promosi Penanaman Modal (Dana 
Alokasi Umum) 

Rp. 34.200.000 

4.  
Program Pelayanan Penanaman Modal (Dana 
Alokasi Umum) 

Rp. 452.784.500 
 

5.  
Program Pengendalian Penanaman Modal 
(Dana Alokasi Umum) 

Rp. 43.700.000 

6.  
Program Pengelolaan Data Dan Sistem 
Informasi Penanaman Modal (Dana Alokasi 
Umum) 

Rp. 34.200.000 

 Jumlah Anggaran Rp6.853.764.382,39 

 

 
2.   *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome. 
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LAMPIRAN II 

PENJELASAN KINERJA 

TAHUN 2026 

 
 

Uraian Tujuan : 

“Mewujudkan iklim investasi yang kompetitif” 
Yang dimaksud dalam tujuan ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul bertugas membantu Bupati dalam mewujudkan misi 

Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi 

untuk meningkatkan nilai tambah produk. Tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul adalah membantu Bupati melaksanakan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang 

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. 

Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Bantul dalam mewujudkan iklim investasi yang kompetitif adalah: 

- Penyediaan layanan prima, yaitu dengan menyelenggarakan pelayanan terpadu 

satu pintu yang bersih, akurat, cepat, mudah, dan murah dengan menghilangkan 

prosedur yang berbelit-belit untuk menarik minat investor. 

- Perumusan kebijakan, yaitu dengan menyusun dan mengusulkan kebijakan serta 

rencana pengembangan penanaman modal yang mendukung pertumbuhan 

ekonomi daerah. 

- Pengembangan potensi lokal, yaitu dengan mengidentifikasi dan 

mengembangkan potensi daerah, seperti sektor pariwisata dan kerajinan, untuk 

menarik investasi yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif. 

- Promosi dan sosialisasi, yaitu dengan melakukan perencanaan dan pelaksanaan 

kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri untuk mengenalkan 

peluang investasi di Bantul. 

- Fasilitasi dan penyelesaian masalah, yaitu dengan memberikan pembinaan, 

fasilitasi, dan pendampingan hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapi pelaku usaha dan perusahaan investasi. 

- Pemberian insentif dan kemudahan, yaitu dengan menerapkan insentif dan 

kemudahan penanaman modal sesuai dengan regulasi yang berlaku untuk 

mendorong peningkatan ekonomi daerah. 

- Penerapan Inovasi dan Sistem Manajemen Mutu, yaitu dengan menerapkan 

beberapa inovasi yang dirintis dan dikembangkan secara berkelanjutan serta 

mengimplementasikan ISO 9001:2015 untuk menjaga kualitas dan 

profesionalisme pelayanan. 

- Koordinasi dengan pemangku kepentingan, yaitu dengan Melakukan koordinasi 

dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait, akademisi, dan 

asosiasi untuk menciptakan ekosistem investasi yang baik. 
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Relevansi iklim investasi yang kompetitif terhadap pertumbuhan nilai investasi adalah 

hubungan positif, di mana iklim investasi yang kondusif, stabil, dan mendukung akan menarik 

lebih banyak investor, sehingga meningkatkan jumlah dan nilai investasi yang masuk. Iklim 

investasi yang kompetitif, yang didukung oleh stabilitas ekonomi dan politik, kepastian 

regulasi, infrastruktur memadai, dan kemudahan birokrasi, menciptakan lingkungan yang 

menarik bagi investor untuk menanamkan modalnya. 

 

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain: 

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 

- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

- Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui 

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single 

Submission) 

- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 

Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 

12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Bantul  

- Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Kabupaten 

Bantul 

- Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2021 tentang 

Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 

- Peraturan Bupati (Perbup) Bantul Nomor 90 Tahun 2022 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Perda Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2021 

Indikator Kinerja 

Tujuan ini memiliki indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung 

ketercapaian/kondisi tujuan yang akan diwujudkan, yaitu: 

No Uraian Relevansi Formulasi Sumber Data 

1 Pertumbuhan 
Nilai Investasi 

(Persen) 

Iklim investasi yang 
kompetitif terhadap 
pertumbuhan nilai 
investasi adalah 

hubungan positif, di 
mana iklim investasi 
yang kondusif, stabil, 
dan mendukung akan 
menarik lebih banyak 

investor, sehingga 
meningkatkan jumlah 

dan nilai investasi 
yang masuk. 

 
Jumlah investasi s.d tahun n 

dikurangi jumlah investasi 
s.d  tahun n-1 di 

Kabupaten/Kota dibagi 
jumlah investasi s.d tahun n-

1 di kabupaten/Kota dikali 
100% 

OSS 
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Target Kinerja 

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang 

akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut: 

Indikator 
Kinerja 

Target Penjelasan 

Pertumbuhan 
Nilai Investasi 
(Persen) 

14% Target tahun 2026 naik dibandingkan dengan capaian 
realisasi sampai dengan triwulan III tahun 2025 sebesar 12,13 
% 

Uraian Sasaran : 

“Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu 
pintu/PTSP” 

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul bertugas membantu Bupati dalam 

mewujudkan misi Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung 

investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk. Tugas pokok Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul adalah membantu Bupati 

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas 

pembantuan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. 

Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Bantul dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan 

terpadu satu pintu/ PTSP adalah: 

- Kemudahan dan kecepatan pelayanan, memangkas birokrasi dan 

mempersingkat waktu pengurusan izin 

- Kepastian hukum dan transparansi, yaitu penyelenggaraan yang terstandar di 

PTSP dapat memberikan kepastian hukum dan transparansi dalam setiap 

tahapan proses perizinan. Ini mengurangi risiko dan ketidakpastian bagi investor. 

- Peningkatan kepercayaan investor dengan memberikan pelayanan yang baik, 

termasuk dari sisi petugas, sistem, dan fasilitas. 

- Promosi dan informasi yang efektif, menyampaikan potensi yang ada di daerah. 

- Dukungan terhadap Kebijakan Pembangunan: Peningkatan kualitas layanan 

penanaman modal dan PTSP merupakan bagian dari implementasi kebijakan 

pembangunan yang bertujuan untuk menarik investasi lebih besar demi 

peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. 

 

Dampak dari peningkatan mutu dan kualitas penyelenggaraan penanaman modal 

dan pelayanan terpadu satu pintu/PTSP adalah pertumbuhan ekonomi dan peningkatan 

penyerapan tenaga kerja, sehingga berdampak pada peningkatan nilai investasi.  

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain: 

- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

- Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan 
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Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui 

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single 

Submission) 

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 

tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 

Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 

12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Bantul  

- Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Kabupaten 

Bantul 

Indikator Kinerja 

Sasaran kinerja ini memiliki 1 buah indikator kinerja yang akan menggambarkan secara 

langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain: 

No Uraian Relevansi Formulasi Sumber Data 

1 Realisasi Nilai 
Investasi 
(PMDN + 

PMA) Tahun 
n (milyar 
rupiah) 

Peningkatan mutu 
dan kualitas 

penyelenggaraan 
penanaman modal 

dan pelayanan 
terpadu satu 

pintu/PTSP adalah 
pertumbuhan 
ekonomi dan 
peningkatan 

penyerapan tenaga 
kerja, sehingga 

berdampak pada 
peningkatan nilai 

investasi. 

Jumlah realisasi nilai 
investasi PMDN tahun n 
ditambah jumlah realiasi 

nilai investasi PMA tahun n 

Capaian Realisasi 
OSS 

Target Kinerja 

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang 

akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut: 

Indikator 
Kinerja 

Target Penjelasan 

Realisasi Nilai 
Investasi 
(PMDN + 
PMA) Tahun n 
(milyar rupiah) 

566,42 Target tahun 2026 naik dari capaian realisasi tahun 2025 
sampai dengan Triwulan III sebesar 437,60 Milyar Rupiah 
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